
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSIJAMBI

PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 21TAHUN2025

TENTANG

PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN2025 TENTANGPENJABARANPERUBAHANANGGARAN

PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2025

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR,

a. bahwa dalam rangka memenuhi keperluan mendesak,

meliputi kebutuhan belanja daerah yang bersifat mengikat,

dan belanja daerah yang bersifat wajib untuk menjamin

kelangsungan pelayanan dasar, maka perlu melakukan

penyesuaian anggaran untuk memenuhi belanja daerah

dimaksud;

b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam

pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12

Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

disesuaikan dengan dinamika belanja daerah, sehingga perlu

diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

------ ------------------------- ------ - .



2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

.~---------------------------------------------------------------------



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administrasi

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6847);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6

Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2019 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2022 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3

Tahun 2025 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun

2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 Nomor 12)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun

2025 ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 Nomor 16);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 12

TAHUN2025 TENTANGPENJABARANPERUBAHANANGGARAN

PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2025.

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12

Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2025 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2025 ten tang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 Nomor 16)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 tetap sebesar

Rp.1.197.784.693.080,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp. 1.175.980.224.162,00

b. Bertambah/{berkurang) Rp.

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

0,00

Rp.1.175.980.224.162,00

2. Belanja daerah

a. Semula Rp.1.196.784.693.080,00

b. Bertambah/{berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.196.784.693.080,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1)Semula Rp.

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.

21.804.468.918,00

0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan

1)Semula Rp.

Rp. 21.804.468.918,00

1.000.000.000,00

------ .



2)Bertambah/ (berkurang) Rp.

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

Perubahan

0,00

Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 20.804.468.918,00

Rp. 0,00

Pasa13

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran 1 Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan

Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

2. Lampiran 2 Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis

Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

3. Lampiran 3a Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah

Berupa Dang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;

4. Lampiran 3b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah

Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;

5. Lampiran 4a Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan

Sosial Berupa Dang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi

Bantuan Sosial;

6. Lampiran 4b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan

Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi

Bantuan Sosial;

7. Lampiran Sa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan

Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPDPemberi

Bantuan Keuangan;

8. Lampiran 5b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan

Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPDPemberi

Bantuan Keuangan;

9. Lampiran 6a Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Be1anja Bagi

Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;

10. Lampiran 6b Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi

Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;

11. Lampiran 6c Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi

Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;



13. Lampiran 9

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub

Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan

12. Lampiran 7

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Ke1ompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub

Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.
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Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal vr1iD~ 2025
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